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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam  rangka  mewujudkan  good governance and clean government di 

bidang keuangan Negara pemerintah Indonesia melaksanakan reformasi dibidang 

pengelolaan keuangan Negara. Reformasi tersebut antara lain ditandai dengan 

diterbitkannya paket Undang Undang dibidang Keuangan Negara. Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan menteri 

keuanganrencana kerja dan anggaran kementerian negara / lembaga.  

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/ APBD dalam UU 

No. 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran 

penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja 

dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klarifikasi anggaran, penyatuan 

anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam 

penyusunan anggaran. 

Sehubungan dengan itu, dalam UU No. 17 tahun 2003 ini disebutkan bahwa 

belanja Negara dan belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, 

program kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiappergeseran 

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antarjenis belanja harus 

mendapat persetujuan DPR/ DPRD. 

Salah satu faktor pendukung keberhasilan dari suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan adalah adanya sumber dana.sumber dana yang dimaksud dalam 

organisasi merupakan anggaran. 
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 Anggaran merupakan Alat perencanaan sekaligus alat pengendalian 

 Pemerintahan. anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang 

 harus dicapai oleh pemerintah,sedangkan anggaran sebagai pengendalian 

 mengindikasikan alokasi sumber daya publik yang disetujui legislatif untuk 

 dibelanjakan.anggaran yang  telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali 

 kegiatan Pemerintah.  

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah 

 yang mengurangi ekuitas dana lancar,yang merupakan kewajiban daerah dalam satu 

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Pemerdagri) No.57 Tahun 2007 

 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi     

dua kelompok belanja yaitu belanja langsung dan belanjatidak 

 langsung.belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh 

adanya program atau kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja 

yang tidak dipengaruhi oleh adanya program atau  kegiatan. 

BerdasarkanBelanja Daerah Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2007 

sebagai Pengganti Peraturan dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah Dinyatakan bahwa Struktur APBD merupakan Satu Kesatuan 

yang terdiri dari 1.)Pendapatan Daerah,2.)BelanjaDaerah ,3.)Pembiayaan Daerah. 

 Belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan dengan daerah 

terutama pembangunan daerah. belanja langsung juga merupakan program atau 

rencana kerja yang akan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah selama satu 

tahun anggaran. belanjalangsung terdiri dari belanja pegawai,belanja barang dan 

jasa,serta belanja modal adalah belanja untuk melaksanakan program atau kegiatan 
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pemerintah daerah yang telah dianggarkan pada belanja setiap satuan kerja 

perangkat daerah tertentu. jumlah anggaran belanja langsung untuk suatu program 

atau kegiatan tersebut diukur dan dibandingkan dari program yang bersangkutan 

yang direncanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. 

Penyerapan anggaran merupakan masalah yang selalu terjadi terutama pada instansi 

pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena terlambatnya penyerapan atau sering 

sekali terjadi penumpukan pada akhir tahun,hal tersebut terbukti masih tersisanya 

sejumlah anggaran (silpa). Menurut menteri keuangan (dikutip dari antara news 

diakses tanggal 20 februari 2012)menjelaskan : 

“salah satu penyebab utama penyerapan anggaran terlambat adalah 

karena unit perencanaan serta pelaksanaan dalam pengadaan barang dan 

jasa tidak berkoordinasi dengan baik karena rencana anggaran belanja 

tidak tersusun dengan rapi .” 

 

Suatu instansi dapat dikatakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

dengan baik apabila dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, meskipun  hasil 

dari program tersebut masih jauh dari standar .tingkat keberhasilan suatu instansi 

pemerintahan, dapat diukur baik pada input (masukan) dari program,ditekankan 

pada keluaran, proses, manfaat, dan dampak. Selama ini pelaksanaan anggaran baik 

pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kelemahan yang cukup 

memperhatinkan. Hal tersebut dilihat dari penyerapan anggaran terutama anggaran 

sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan bukan berarti terjadinya 

penghematan tetapi tidak terlaksanakannya program kegiatan yang dilakukan sesuai 

dengan perencanaan yang ditetapkan. Semua pembangunan menjadi terhambat dan 

tidak terjadinya kedisiplinan serta tidak konsisten terhadap jadwal yang dijalankan. 
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Penyerapan Anggaran yang dilakukan pemerintah jauh lebih besar pada 

akhir tahun anggaran daripada awal tahun anggaran. hal tersebut seperti dikatakan 

oleh StafAhli Kementerian Koordinator Perekonomian (Jakarta, rabu 15/12) yang 

mengatakan “Masalahnya penyerapan anggaran itu selalu lebih besar pada bagian 

akhir.” Penyerapan anggaran yang rendah sering kali penumpukan pada akhir tahun 

merupakan salah satu penyebab rendahnya kinerja yang dilakukan instansi dalam 

melaksanakan program. hal tersebut yang membuat kinerja organisasi tidak berhasil 

dalam mencapai tujuan kinerja karena penyerapan anggaran yang rendah sehingga 

menghambat semua kegiatan atau program kerja instansi tersebut. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang merupakan 

salah satu Satuan Kerja Pemerintah yang berada dibawah Unit Organisasi 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

yang mengelola dana APBN yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) sebagai wujud pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka 

Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang optimal. Rincian 

DIPA dan realisasi tersebut dan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang 

berakhir 31 Desember 2017dapat dilihat pada Table 1. 
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TABLE 1. 

BUKU LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA RINCIAN BELANJA  UNTUK 

PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 

URAIAN ANGGARAN REALISASI 
PERSEN 

%

Belanja Pegawai 1,929,824,000                       1,844,781,205                        95.59%

Belanja Barang 3,580,895,000                       2,794,010,190                        78.03%

Belanja Bantuan Sosial -                                    -                                     0.00%

Belanja Modal 65,000,000                             64,713,000                              99.56%

Jumlah 5,575,719,000            4,703,504,395            84.36%

Sumber Data:(Data Diambil  Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang 

Palembang Tahun 2018 ). 

Berdasarkan Tabel 1 paparan di atas, dapat kita lihat bahwa realisasi dari 

Anggaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang  memiliki 

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.5.575.719.000,00 sedangkan realisasi 

Anggaran Belanja Langsung hanya sebesar Rp. 4.703.504.395,00 atau sebesar 

84.36% masih menyisahkan sisa anggaran yang cukup besar. Dana tersebut 

seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal,mengingat bahwa penyusunan 

anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan mendekatkan penyusunan anggaran 

kepada pihak penggunanya. Pada belanja barang dan jasa realisasi anggaran hanya 

sebesar Rp.2.794.010.190,00 dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan 

sebesar Rp.3.580.895.000,00.itu menunjukan bahwa rendahnya penyerapan yang 

dilakukan pada belanja barang dan jasa dalam  program kegiatan tersebut dan 

menunjukan masih menyisahkan sisa anggaran yang cukup besar. 

Sehubungan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Palembang,yakni sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam upaya 

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dibuatlah Program Kerja 
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untuk mencapai visi misi itu. Berikut Tabel Program Layanan Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Tahun 2017.  

TABEL 2. 

TARGET DAN PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM LAYANAN 

DIKANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG TAHUN 2017. 

 

Kode  Program/layanan 

Output/sub 

output/aktivitas 

Anggaran Realisasi  

Anggaran  

% 

realisasi 

anggaran  

1716.001 Layanan pengelolaan 

kekayaan negara sesuai 

kewenangan kpknl 

1.741.422.000 1.409.843.818 80.96% 

1716.002 Layanan pengurusan 

piutang negara sesuai 

kewenangan kpknl 

167.610.000 112.281.080 66.99% 

1716.003 Layanan lelang sesuai 

kewenangan kpknl 

305.200.000 209.469.299 68.63% 

1716.951 Layananinternal 

(overhead) 

65.000.000 64.713.000 99.56% 

1716.994 Layanan perkantoran 3.296.487.000 2.936.945.048 89.09% 

 Sumber Data:(Data Diambil Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

 Palembang Tahun 2018 ). 

Berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman 

penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut : 
Tabel3 

Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas) 

Persentasi kinerja keuangan Kriteria 
100 % Sangat Efektif 

90 % - 100 % Efektif 
80 % - 90 % Cukup Efektif 

60 % - 80% Kurang Efektif 
Di bawah dari 60% Tidak Efektif 

Sumber Data:( Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan 

kinerja keuangan) 
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Berdasarkan tabel diatas,bahwa program kegiatan/layanan ini terdapat 

layanan penyerapan anggarannya masih hanya 68.63% pada program layanan 

lelang sesuai kewenangan KPKNL dengan anggaran yang telah ditetapkan yaitu 

Rp. 305.200.000,00.- sedangkan realisasi anggaran Rp. 209.469.299,00.-.dan pada 

program layanan yang terserap pada anggaran yaitu sekitar 68.63% yang 

merupakan masih banyak sisa anggaran yang belum terserap 100 % maka dari itu 

saya perlu diteliti bahwa faktor faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran 

pada program layanan lelang sesuai kewenangan KPKNL. 

Berdasarkan tabel 2. tentang Program Layanan Kantor Kekayaan Negara 

Dan Lelang Palembang Tahun Anggaran 2017 menjelaskan bahwa Layanan Kantor 

Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang Tahun Anggaran 2017 memiliki lima 

program layanan kerja meliputi  

1. Layanan pengelolaan kekayaan negara sesuai kewenangan kpknl 

2. Layanan pengurusan piutang negara sesuai kewenangan kpknl 

3. Layanan lelang sesuai kewenangan KPKNL  

4. Layanan internal (overhead) 

5. Layanan perkantoran 

Jadi saya memilih pada layanan lelang sesuai kewenangan KPKNL karena 68.69 % 

itu masih belum efektif . 

Berdasarkan  permasalahan dan fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Palembang tersebut, maka perlu diteliti lebih dalam 

mengenai penyebab rendahnya kinerja rendahnya penyerapan anggaran pada 

program layanan lelang sesuai kewenangan KPKNL agar diketahui solusi 

penyelesaiannya. 
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B. Rumusan masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas yaitu : 

Faktor faktor penyebab terjadinya rendahnya penyerapan anggaran  sehingga 

terjadinya selisih anggaran mengakibatkan sisa anggaran Satuan Kerja Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang tahun 2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk menganalisis Faktor-faktor penyebab terjadinya rendahnya penyerapan 

anggaran  sehingga terjadinya selisih anggaran mengakibatkan sisa anggaran 

Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang tahun 

2017. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan 

wawasan dibidang Keuangan Negara khususnya mengenai faktor faktor 

penyebab anggaran lebih besar dari pada realisasi Anggaran dan proses 

anggaran berbasis kinerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Palembang, sebagai bahan pengembangan teoritis bagi ilmu pengetahuan pada 

ilmu administrasi negara khususnya konsentrasi keuangan administrasi negara. 

 



9 

 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi sebagai tambahan 

referensi dalam menganalisis faktor penyebab rendahnya  Penyerapan Dana 

Dalam Anggaran Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang 

Palembang Tahun 2017 penyerapan anggaran, terutama informasi mengenai hal-

hal yang dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah penyebab terjadinya 

rendahnya penyerapan anggaran di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Palembang. 
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